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Pasal 58 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerja 
Kefarmasian menyatakan  bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta organisasi 
profesi kefarmasian membina dan mengawasi pelaksanaan dan pekerjaan 
kefarmasian. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan  pengawasan belum 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui 
pelaksanaan  pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh, hambatan dalam 
pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh yang  tidak berjalan sesuai 
dengan aturan, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada.
Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh  melalui penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepusta kaan diperoleh dari bahan 
bacaan seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, 
dan sumber internet, penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan 
responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan organisasi 
Ikatan Apoteker Indonesia terhadap perilaku apoteker dalam menjalankan 
tugasnya di apotek belum berjalan optimal, disebabkan terdapatnya beberapa 
hambatan bagi para pengawas dalam melakukan tugasnya. Hambatan -hambatan 
yang dihadapi para instansi pengawas salah satunya adalah hambatan yang timbul 
dari pihak instansi itu sendiri, yaitu mengenai minimnya ketersediaan dana dan 
mengakibatkan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga terbatas juga merupakan 
hambatan bagi IAI. Minimnya petugas pengawasan, sehingga sering terjadi 
kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan.
Disarankan kepada organisasi IAI untuk serius dan rutin dalam melakukan 
pengawasan terhadap apoteker,  disarankan kepada apoteker sebagai pihak  dari 
apotek untuk memberikan informasi,edukasi yang jelas kepada konsumen, 
disarankan kepada konsumen dalam melakukan pembelian obat agar lebih cerdas 
dalam mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, disarankan kepada pemerintah 
yaitu Dinas Kesehatan agar selalu rutin mengawasi apoteker d an memberikan 
peringatan tegas serta pencabutan izin praktek kepada apotek yang melakukan 
pelanggaran.
